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Menimbang

Mengingat

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2015
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
UNIT LAYANAN PENGADAAN
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI PEMALANG,

bahwa dalam rzngka meningkatkan efektifitas dan
efisiensi proses vemilihan penyedia barang/jasa agar
pelaksanaannya dapat berjalan secara terintegrasi dan
terpadu, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalar- huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Unit
Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Proginsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal
8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Dzerah Tingkat II Batang dengan mengubah
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan IDaerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dzerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik [ndonesia Nomor 35587) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Uncang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahur: 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 (Beritz Negara Tahun 1950 Nomor 39);



http://jdih.pemalangkab.go.id/

10.

11.

12,

13.

14.

15.

-9

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 20 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006
Nomor 20);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah  Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Kelurahan Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah
Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan
Perijinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008
Nomor 21);
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16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 16 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012
Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL

PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN KABUPATEN
PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2:

on o G

10.

11.

12;

Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Pemalang.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD, adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat
yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna
anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah
pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/
Jasa.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP
adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan
tugas dan fungsi organisasi.

Kelompok Kerja ULP yang selanjutnya disebut Pokja ULP adalah kelompok
kerja yang berjumlah gasal, beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang
dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan, yang bertugas
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang
menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa
Lainnya.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan
Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi
yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai
diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
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13. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit
organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi Lainnya
yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat
permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.

14. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok
Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan
yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

15. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi
elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara
nasional yang dikelola oleh LKPP.

16. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE
adalah unit kerja Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi
Lainnya yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan
Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

17. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak sistem Pengadaan Secara
Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang dapat diakses melalui website
LPSE.

18. User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari
pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.

19. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh
pengguna untuk memverifikasi user ID kepada aplikasi SPSE.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Standar Operasional Prosedur ULP adalah sebagai
pedoman bagi Pokja ULP dalam melaksanakan tugas fungsinya melakukan
proses pemilihan penyedia barang/jasa.

(2) Tujuan ditetapkannya Standar Opecrasional Prosedur ULP adalah agar
terselenggara proses pemilihan penyedia barang/jasa secara efektif, efisien,
terintegrasi dan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Standar Operasional dan Prosedur Pengajuan Fasilitasi Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa;

b. Standar Operasional dan Prosedur Pengumuman Lelang dan Penerimaan
Dokumen Penawaran;

c. Standar Operasional dan Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Motode Pascakualifikasi Satu Sampul;

d. Standar Operasional dan Prosedur Permintaan User ID dan Pasword
Kelompok Kerja ULP.
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BAB IV
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

(I) Standar Operasional dan Prosedur Pengajuan Fasilitasi Pemilihan Penyedia
Barang/Jasa tercantum pada Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(2) Standar Operasional dan Prosedur Pengumuman Lelang dan Penerimaan
Dokumen Penawaran tercantum pada Lampiran Il yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Standar Operasional dan Prosedur Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
Motode Pascakualifikasi Satu Sampul tercantum pada Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Standar Operasional dan Prosedur Permintaan User ID dan Pasword
Kelompok Kerja ULP tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENUTUP

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 4 Pebruari 2015

BUPATI PEMALANG,
#
JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 4 Pebruari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

| AT e

BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 15
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN

KABUPATEN PEMALANG

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172

| NOMOR SOP 01
TANGGAL PEMBUATAN | 4 Pebruari 2015
TANGGAL REVISI
'TANGGAL EFEKTIF 4 Pebruari 2015
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG 'DISAHKAN OLEH BUPATI PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH NAMA SOP SOP PENGAJUAN FASILITASI
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 | 1. Pejabat Pembuat Komitmen [PPKom| mampu

menyusun dan menetapkan Rencana Pelaksanaan
Pengadaan [RPP] barang/jasa

’ 2. Kepala ULP mampu memimpin dan
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP yang
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berkaitan dengan PPKom
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemenn{ah 3. Kelompak Kesia ULP iE ——
2. Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan kelengkapan dokumen Rencana Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor S Pengadaan [RPP] dan berkoordinasi dengan PPKom
Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan melalui Sekretariat ULP
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
4, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18
Tahun 2012 tentang e-Tendering
5. Keputusan Bupati Pemalang Nomor
050/10/Tahun 2014 tentang Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Bupati Pemalang Nomor 050/642/ Tahun 2014
tentang Perubahan atas Keputusan Bupati
Pemalang Nomor 050/10/Tahun 2014 tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Pemalang
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERALATAN
1. SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan File | 1. Rencana Umum Pengadaan [RUP]
Dokumen Penawaran 2. Rencana Pelaksanaan Pengadaan [RPP]
3. Surat permohonan kelengkapan Dokumen RPP
4. Berita acara rapat pembahasan RPP
5. Surat permohonan keputusan PA/KPA
6. Surat jawaban/keputusan PA/KPA

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

1.

o

Berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan [RPP]
dicatat dan didata sebagai data elektronik dan
manual dalam berkas kearsipan Sekretariat ULP

Berkas Rencana Pelaksanaan Pengadaan [RPP]
dicatat dan didata sebagai data elektronik dan
manual dalam berkas kearsipan Kelompok Kerja
ULP




http://jdih.pemalangkab.go.id/

dn dn ejedsy epeday uexniedip
eleda) epedey uejyyesssip ddy uswnyog D W Buek ddy uswnyoq uedeyBuajey ueyyesAusw
ejuiwp 6uek 44y ddy uedeybus|ay T |Aﬂ_ uep uejdelfusw UuBIpNWeY ddY Uswmjoqg
uawmjoq uedeyBusiay| uswnjoqg uedeybusiey| ueyz ueuoyouuad jeing kK uedeybusiey Uueuoyouusd jeins ewususyy| ‘g
disie 1ebeges uedunsip
eAuueuljes uep woddd eAuueulles uedwiAuaw uep Woddd
epedey ueyyesesip ddy ddd ddy uswnyog epedey uejiedwelusw ueipnway 47N eleday
uawnyoq uedeybusiay| uswmioq uedeybusjay uedeyBus|ey : ysjo uebuejepueyp yee) buek 44y uawmjoqg
ueuoyouuad jeing ueuoyouusad jeing| yusw Qg ueuoyouwuad jeing uedeybuejey ueuoyouusd Jeins ewususyy| L
ddy uswnyod wodldd epedey uexedweAuaw
ddy uedeyBusie) y¥nun 4N Jeuelenes ueysebnusw ueipnuiey
uawmjoq uedeybua)ay ueuoyouuad ddy uswmjoq uedexyBusjey ueuoyouuad
ueuoyouuad jeIng| Juaw Og jeins desuoy| jeins dasuoy luebuejepueusws uep ewususiy| ‘9
luebuejepueyp
Anun 4n ejeday ddy ddy uswnyoqg
epedey uey yeiesip ddu| uswnyoQ uedeybuajey uedeyBusie) lueBuejepueyp ymun 4in
uawmioq uedeybusjay ueuoyouwuad ueuoyouyad _ _ ejede)y epedey ddy Uswmjog uedexbualey
ueuoyouusad jeins desuoy 1eins dasuoy| Jusw Og jeins desuoy ueuoyouusd jeins  dssuoy  ueyyeiAUSI| ‘G
47N euelanas epeday ueyyelasip Uep
ddy uswmyoq uedexbusjey ueuoyouued
jeins dasuoy jenquew deybBua) yepy eyt 'q
‘dIN 1euUElRINag Yoo Isey|iSeyp
ddd ,[|I-Av| s Bued woddd Bwesiaq 44y ueseyequiad
uswnyoq uedeyBuajay X jedes ueeuesyew ejew dejBugy el ‘e
ueuoyouuad : ddy uawnyoq
jeuns desuoy| uey | ddy uawmjoq uedeybuajey esyuewaw  uep  euwususl| ¢
disJe jebeges
uedunsip eAuueules dn
uep 41N Yryod epeday 1s|sodsipip yepns isisodsip _ _ VMYOd epedey ddy uswnyjoq uexedweAusw
uejyeIasip ddy uswnyoq Buek 44y uswnyoq| wey | ‘ddy uswnyoq uep Jisuejueauibusw  ‘isisodsip ewuausiy| ¢
1sisodsipip yepns _|.||_.“I.U ISENYUBAID YNJUN 41N Jeuejenjes epeday
Buek ddy uswmjog| yuaw Q¢ ddy uawmjoq ddy uswmjoq Isisodsipuaw uep ewuausyy| ‘z
Henuoy
uebueouel [g] ‘upuas YdM/vd ysio
ueeinpad ebiey [Z] Lequeb [dd¥] ueyyesip yepns GueA [d1n] ueepebuad ueueke yun
neje Juep siuye) iIseyyisads| ueepebuay ueesyeled [dny] veepebuad G ejeday] epeday ueyledwelusw ueipnway [ddd]
[1]: nndijsws 44y BUBDUDY USWMjoQg - wnw euesusy ueepebuad ueeuesye|dd eueousy unsnAuspy| ‘|
— indino| npjem uedeyBuaje)y VdX/vd d1n eijod dinieuelanes | 47N ejeday) woMdd — o8
mjeg NNy euesjyeled

VSVIONVHYE YIG3IANId NVHITINId ISVLITISVd NVNrYON3d dOS




http://jdih.pemalangkab.go.id/

disie
1ebeqes uedwisip eyss ﬂu D
dN ¥MIOd epeday uey 1sisodsipip yepns IS8y ddd a|| d1N vrxod
yesesip isiney ddy uep BueA 1sinsy ddy uep Uep YdMi/vd (euy epeday Isined ddd UEP Vdi/vd [euy uesninday
Vdi/Vd [Bul uesnindey| vYdM /vd I1euy uesnjnday uesnjndey/ueqemel _. jueqemel jeuns  ueujes  ueyedwedusw
JUBQEME] JBINS UBUIES fueqemel jeing| uey | jeins ueuies uep ssuejuaauibusw  ‘isisodsip  ewususpy| /L
I1sisods|pip yepns
bueA 1sinay 44y vep ISIANY ddY uep vdM d7n 1euelanes epedey ueyisisodsipuaw
Vd)/Vd [euy uesninday vd |euy uesmindey _ _ uelpnwiay  IsiAey ddd uep  VYdi/vd
Jueqemef jeing | juew Og jueqgeme| jeing leuy uesnjndayueqemel jeins ueues ewuauap| 9|
dn ejedey injejdw 4N
vdd _H_H_ VIMOd epedey ueyedwelusw uep [ueyegruad
/¥d [euy uesmnday ry epe ejiqede] 1SIAeY ddY ueydejeusw YdM/vd
IS8y ddd| uey | Juegeme| jeing uep ueqemel jeins uelejadwew uep ewususiy| Gl
woddd epeday
ueyiedweAuew uep [euy uesnjndey/ueqemel
VdM /vd 1euy uesninday VdM/vd uesninday _ _ JeINS  UBNUSQUWAW UBP WMW/Yd uesnindey
jueqemef jeing| ueyz ueuoyouuad jeinsg I ueuoyouuad jeins uelejedwew uep ewususy| y|
Vd)/V uesnnday ddy ueseyequied YM/Vd Epeday eAuueyiedweiuau UED YdX
UBUGUOULSD JBING | IUSW 09 jedeyy eiedy ejusg Nd uesninday ueuoycuusd jeins JENQWSKW| tl
g e|peAuad ueyjued
uedeisiad jedey ynjun uedeisiad ueynyeBw
41N VIMOd BYew ueleedasay lededss) BYIM g
YdA/vd
Vddi/Yd vesnindey ueuoyouuad jeins jengwaw
uesninday ueuoyouuad 1 X d1N ¥MHIOd BXeW 41N YrYOd uep woddd
1euns wejep uexndwepp ejejue ueljedesey 1edeossy epy B B
dd¥Y ueseyequied ddy ueseyequad deybus| yepns : jedel Biedy BJUSg jenquiaw uep WoMdd
jedey eieoy eyueg jedey eieoy ejueg| uey | Buek 44y uswnyog ewesiaq ddu ueseyequad jedes ueynyedpy| zZiL
Isisodsipip
BwLS)P ddY yepns Buek 44y ddy uswmjoq e
uswimjoq uedexbusjey| uswnyoq uedeybuajey| yuaw G| uedeybuajey 7 ddy uswnyoq uedexybuejey ewuauapy| L1
disie iebeges
uedwisip eAuueules
UEp 41N vrxod 1sisodsipip dN VMHIOd epeday
epeday ueyyesasip ddy yepns buek 4dy dd¥ uswmjog ddy uswnyoq uedejbusjey ueyedweAusw
uedeybusjey |se sexlag| uawmjoq uedexbusiey| wuey | uedeybusjey uep Jsuejusauibusw  ‘isisodsip  BwuBusi| 0L
| E——
d7n jeuejanes 1sisodsipip d1n jeuejanes
epeday ueyyesasip ddy yepns Buek 44y dd¥ uswmjog D epeday ueyjisisodsipuswi uep wodMdd
uawnyoq uedeybuajay| uawnjoq uedesbusiey| yuaw og uedejbusjey ?mu ddy uswnyog uedejbuejey ewusuap| ‘6
ueBuesesay ndino| npem uedeyBusiey VdMi/vd dinebod | dIn3eueienes | 41N ejedey woMdd — -
nyeg niny euesyejed




http://jdih.pemalangkab.go.id/

idagavNnr

- &

i

ONVIVINE LLvdNd

ueepebuag

uawnyjo( ueunsnAuad
‘eipakuad ueyijwad |empel
ueunsnAuad ‘isexyeny
ueiejiuad apojaw
uedejeued ‘ueepebuad

eipafuad

wajsis ueyiiwad ueyljiway uedeisiad ISIASY ddd (J. u epakuad
: seyeqip BueA jey-jeH|jedey |iseH Biedy eueg| ueyg uep 4Ny uswnyoq ueywed uedeisiad ledey uexeuesyed|| 6l
dN vMOd isisodsipip yepns ISIASY ddY
BWLBYP 1SIA8Y ddY uep BueA 1siney ddy uep UEp Yd)i/vd 1euy
VdM /Vd leuy uesninde) | wdX /vd 1euy uesmnday uesninday/ueqeme/ HU 1SIASY ddY Uep YdM/Vd
Juegeme| jeins ueuljes juegemel jeing | yusw gg JEINS UBUIES |euy uesnjnday/ueqemel jeins ueules ewuauap| gl
e, uedexBbus efjod jeueal d1n ejede) woydd
uebu * nding| npem e)DuUs|ey VdM/vd d7n d7n jeuejanes R oN
nmjeg mny euesjyejed




http://jdih.pemalangkab.go.id/

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN

KABUPATEN PEMALANG

NOMOR SOP

02

TANGGAL PEMBUATAN

TANGGAL REVISI

4 Pebruari 2015

TANGGAL EFEKTIF

4 Pebruari 2015

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DISAHKAN OLEH BUPATI PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH NAMA SOP SOP PENGUMUMAN LELANG
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAN PENERIMAAN
DOKUMEN PENAWARAN
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010

1.

Kelompok Kerja ULP mampu menyusun rencana
pemilihan penyedia barang/jasa dan
mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/
jasa di website Pemerintah Kabupaten Pemalang,
papan pengumuman resmi serta Portal Pengadaan
Nasional melalui LPSE Kabupaten Pemalang

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2. Peserta Lelang/Seleksi mampu menyiapkan
2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan dokumen penawaran dan menyampaikan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 penawaran tersebut sesuai prosedur yang berlaku
Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan | 3 pejabat Pembuat Komitmen mampu memper-
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan timbangkan dan memutuskan permintaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 persetujuan perubahan Rencana Pelaksanaan
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pengadaan
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang | 4 Kepala ULP mampu mengkoordinasikan anggota
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Kelompok Kerja ULP dalam melaksanakan
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan penyiapan dokumen penawaran
Barang/Jasa Pemerintah -
§ 5. PA/KPA mampu menetapkan cara pelaksanaan
4. Peraturan Kepala wmbagﬂ Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan sifat dan
Pengadaan Barang/Jasa Pernfenntah Nomor 18 ruang lingkup pekerjaan serta mempertimbangkan
Tahun 2012 tentang e-Tendering pernyataan keberatan dari Pejabat Pembuat
5. Keputusan Bupati Pemalang Nomor Komitmen
050/10/Tahun 2014 tentang Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Bupati Pemalang Nomor 050/642/ Tahun 2014
tentang Perubahan atas Keputusan Bupati
Pemalang Nomor 050/10/Tahun 2014 tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Pemalang
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERALATAN
1. SOP Pengajuan Fasilitasi Pemilihan Penyedia | 1. Dokumen Pengadaan
Barang/Jasa 2. Data Penyedia
2. SOP Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Metode | 3 Hasil Penjelasan Pekerjaan
Pascakualifikasi Satu Sampul 4. Hasil P eninjanan Lapangan
5. Surat Permintaan Persetujuan Perubahan Rencana
Pelaksanaan Pengadaan
6. Surat Penolakan Perubahan Rencana Pelaksanaan
Pengadaan
7. Surat Persetujuan Perubahan Rencana Pelaksanaan
Pengadaan
8. Dokumen Penawaran dan Dokumen Kualifikasi

Penyedia
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PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1.

2.

Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan 1.
aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan

Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang 2.
harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

Berkas yang terkait dengan penyiapan dokumen
pengadaan dicatat dan didata sebagai data
elektronik dan manual dalam berkas kearsipan
Sekretariat ULP

Berkas yang terkait dengan penyiapan dokumen
pengadaan dicatat dan didata sebagai data
elektronik dan manual dalam berkas kearsipan
Kelompok Kerja ULP
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN

KABUPATEN PEMALANG

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH
BAGIAN ADMINISTRAS] PEMBANGUNAN

NOMOR SOP

03

TANGGAL PEMBUATAN

4 Pebruari 2018

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

4 Pebruari 2015

DISAHKAN OLEH

BUPATI PEMALANG

NAMA SOP

SOP PEMILIHAN PENYEDIA
BARANG/JASA METODE
PASCAKUALIFIKASI
SATU SAMPUL

DASAR HUKUM

'KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172

1.

Kelompok Kerja ULP mampu menangani dan
menjawab sanggahan serta menyampaikan hasil
pemilihan penyedia barang/jasa kepada PPKom

9.
10

ol
12.
13.

2. Peserta Lelang/Seleksi mampu mengikuti seluruh
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas tahapan dalam proses pemilihan penyedia/jasa
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sesuai ketentuan yang berlaku
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah G
. 3. Kepala ULP mampu memimpin dan
2. Peraturan  Kepala  Lembaga  Kebijakan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP dalam
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 pemilihan penyedia barang/jasa
Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan . ; ’
N 4. Pejabat Pembuat Komitmen memahami proses
3. ‘;‘:eratu;an Kepala  Lembaga " Kebijakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai ketentuan
engadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 yang berlaku
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan | _

A 5. APIP mampu melakukan pengecekan pada proses
Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang ilih di bel PA/KPA i
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden PRSI penyodia aebciim / menciag
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan pemenang
Barang/Jasa Pemerintah 6. PA/ Kl_’A mampu menetapkan penyedia barang/jasa

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan sesu;ilh dengan di kgwenangannya delam  proses
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 pemiliban penyedia barang/jasa
Tahun 2012 tentang e-Tendering 7. Sekrgtaris Daerah mampu mencern?ati daq
5. Keputusan Bupati Pemalang floesst ?enjawab penn:i.\)séalahan sanggahan banding sesuai
050/10/Tahun 2014 tentang Pembentukan etentuan yang berlaku
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Bupati Pemalang Nomor 050/642/ Tahun 2014
tentang Perubahan atas Keputusan Bupati
Pemalang Nomor 050/10/Tahun 2014 tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Pemalang
KETERKAITAN PERLENGKAPAN/PERALATAN
1. SOP Pengumuman Lelang dan Penerimaan | |. Dokumen Penawaran
Dokumen Penawaran 2. Kertas kerja evaluasi dan pembuktian kualifikasi
3. Berita Acara Hasil Pelelangan /Seleksi
4. Nota Dinas
5. Surat Usulan Calon Pemenang
6. Lembar Disposisi
7. Surat Penetapan Pemenang
8. Surat Pernyataan Evaluasi Ulang

Surat Pernyataan Lelang Ulang

Sanggahan
Jawaban Sanggahan

Sanggahan Banding

Jawaban Sanggahan Banding
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PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan 1. Berkas pemilihan penyedia barang/jasa dicatat dan
aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan didata sebagai data elektronik dan manual dalam
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku berkas kearsipan Sekretariat ULP
terkait perlengkapan, waktu maupun output 2. Berkas pemilihan penyedia barang/jasa dicatat dan
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang didata sebagai data elektronik dan manual dalam
harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana | berkas kearsipan Kelompok Kerja ULP

PERINGATAN |
|
|
|
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LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR UNIT LAYANAN PENGADAAN

KABUPATEN PEMALANG

NOMOR SOP

04

TANGGAL PEMBUATAN

4 Pebruari 2015

TANGGAL REVISI

TANGGAL EFEKTIF

4 Pebruari 2015

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172
Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5
Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14
Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18
Tahun 2012 tentang e-Tendering

5. Keputusan Bupati Pemalang Nomor
050/10/Tahun 2014 tentang Pembentukan
Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Pemalang
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Bupati Pemalang Nomor 050/642/ Tahun 2014
tentang Perubahan atas Keputusan Bupati
Pemalang Nomor 050/10/Tahun 2014 tentang
Pembentukan Unit Layanan Pengadaan
Kabupaten Pemalang

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG DISAHKAN OLEH BUPATI PEMALANG
SEKRETARIAT DAERAH NAMA SOP SOP PERMINTAAN USER ID/
BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN RASEHORDEELOMEOK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 | I. Kepala ULP mampu memfasilitasi proses

permintaan user ID dan password untuk Kelompok
Kerja ULP

LPSE mampu memfasilitasi proses pemberian user
ID dan password untuk Kelompok Kerja ULP

Kelompok Kerja ULP memahami dan mampu
melaksanakan proses pengadaan barang/jasa
sesuai prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah

KETERKAITAN

PERLENGKAPAN /PERALATAN

1.

2,

3.

Surat permohonan pembuatan user ID dan
password Kelompok Kerja ULP
Keputusan Bupati tentang Pembentukan ULP

User ID dan Password

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan
aktivitas yang telah dilakukan dan ditetapkan

2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku
terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang
harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana

1.

Berkas permintaan user ID dan password dicatat
dan didata sebagai data elektronik dan manual
dalam berkas kearsipan Sekretariat ULP

Berkas permintaan user ID dan password dicatat
dan didata sebagai data elektronik dan manual
dalam berkas kearsipan Kelompok Kerja ULP
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